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Palu, Metrosulawesi.com - Menyikapi keluhan Anggota DPRD Kota Palu tentang repotnya pertanggungjawaban dana reses, sekretaris DPRD Kota Palu Hj. Rosida Thalib mengharapkan ada perubahan peraturan pertanggungjawaban keuangan reses bagi anggota DPRD.

"Pasalnya selain cukup sulit, juga bisa menimbulkan masalah hukum kalau menggunakan sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan reses seperti yang berlaku sekarang," katanya.

Dia mencontohkan dalam hal pertanggungjawaban keuangan konsumsi bagi konstituen yang menghadiri kegiatan reses para anggota DPRD Kota Palu.

"Dalam ketentuan konsumsi warga yang menghadiri kegiatan reses anggota dewan itu, harus dengan sistem order. Sistem ini kalau kegiatannya di perkotaan mungkin tak masalah, tapi jika di kelurahan terpencil tak mungkin," katanya.

"Sebagai contoh kalau anggota dewan memesan nasi di warung di tempat pertemuan/kegiatan reses yang letaknya dikelurahan terpencil. kan tidak memiliki cap stempel dan tentunya mereka tak mengenal sistem order. Kalau kita buatkan cap stempel, salah," ungkapnya.

Untuk solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan order atau pertanggungjawaban uang konsumsi pertemuan, menurut  Rosida, Kota Palu itu, cukup dengan kuitansi dari warung tempat memesan konsumsi tersebut.

"Namun untuk melegalisasi kuitansi atas pengeluaran keuangan konsumsi pertemuan/reses tersebut, oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

"Kan semua RT rata-rata punya cap stempel," sarannya.
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